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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 9, [/438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan
Politik di Daerah dan dalam rangka mengetahui
perkembangan politik di daerah serta menciptakan
stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah,
maka perlu dibentuk Tim Pemartauan Perkémbarngan
Politik di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Taimibahan Lembaran Neégara Republik Indoniesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);




2 .

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peratufan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801); '

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6396)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Reépuiblik Indofiesia Nomor 5587), sebagaimand telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubghan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarani Negara Republik Indonesia Tahufi 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun
20178 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890j;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinidan dan Pengawasai Penyeleriggaraaii Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuiarigan Daerah (Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322];

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahum- 2011
tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik di Daerah (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun ;

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135 tentang Pembentukan
Produk Hukuiri Daerali (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157)Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidearjo Notnor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo -Nomor

107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoatjo Tahun
2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pehdapatan dan Belanja
Daerah Tahun- Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

KESATU . Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun
Anggaran 2023.
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Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KETIGA . Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai
: berikut:
a. melaksanakan pemantauan perkembangan politik terhadap:
1) pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilari Daerah, dan Dewari Perwakilan Rakyat
Daerah;
2) pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3) pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati;
4) situasi politik lainnya; dan
5) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT . Membebankan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal SAgN) 2023
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SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK Dl DAERAH

Pengarah

Pembin_a
Keétua
Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

a. Bupati Sidoarjo;

b. Wakil Bupati Sidoarjo;
<.
d. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo;
e.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
a.

b.

Kepala
Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidoarjo;

a.

b.

- XN

j. 4 (empat) orang staf Bidang Polittk Dalam Negeri dan

. 1 (satu) ) orang anggota Intel Kejaksaan Sidoarjo;
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 13% /438.1.1.3/2023
TANGGAL : § Pev\\ 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Kepala Kejaksaarn Negeri Siddé.i‘jé;

Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.

Kepsala Badan Kesatuan Bangsa dam Politik Kabupaten
Sidoarjo; ‘
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupater
Sidoarjo;
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo;
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupatern
Sidoarjo; :
Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
Kabupzater Sidsarjo;

2 (dua) orang anggota Badan Intelijen Negara;

2 (dua) ) orang anggota Intel Polresta 8idoarjo;

2 (dua) ) orang anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo;

1 (satu) orang staf Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo;
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Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangss;
dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
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